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Notaries are responsible for creating authentic 

deeds as stipulated in Article 15 of Law No. 30 of 

2004 in conjunction with Law No. 2 of 2014 

concerning the Notary Public (UUJN). When 

creating authentic deeds, notaries must comply 

with the provisions stipulated in Chapter VII of 

the Notary Public Law concerning authentic 

deeds. Violation or failure to comply with the 

provisions in these articles regarding authentic 

deeds will result in sanctions for notaries and 

their liability under civil law. 

This study examines the legal framework of 

notarial  responsibility  for drafting  authentic 

deeds, including its implementation, obstacles, 

and possible solutions. In practice, problems often 

arise  when  notaries  act  negligently  or 

intentionally violate legal provisions, which may 

result in juridical defects in the deed and cause 

harm to the parties concerned. Therefore, the role 

and responsibility of notaries are essential to 

ensure that every authentic deed has valid legal 

force.  The  research method employed is a 

normative  juridical approach  supported by 

empirical research. The analysis was carried out 

through the study of statutory regulations, legal 

theories, and interviews conducted at the Notary 

Office of Agus Riyanto, S.H., M.Kn. The data 

were analyzed  qualitatively  and presented 

descriptively to obtain a comprehensive overview. 

The findings of this study indicate that authentic 

deeds have inherent evidentiary strength, meaning 

that what is stated in the deed must be considered 

true. Authentic deeds serve as binding evidence 

and are guaranteed protection by the state 

through statutory regulations and applicable 
 positive law. Thus, the responsibility of notaries is  
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ABSTRAK 

Notaris bertanggung jawab terhadap pembuatan akta otentik sebagaimana diatur 

dalam Pasal 15 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang Undang No.2 

Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris dalam membuat Akta 

Otentik harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Bab VII 

Undang-undang Jabatan Notaris mengenai akta otentik. Pelanggaran atau tidak 

dipenuhinya ketentuan dalam pasal-pasal mengenai akta otentik tersebut 

mengakibatkan sanksi bagi Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam hukum 

perdata. Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hukum serta implementasi, 

faktor, kendala dan solusi terkait tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan 

akta otenti untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Praktiknya 

sering dijumpai permasalahan ketika notaris lalai atau sengaja melanggar 

ketentuan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan cacat yuridis pada akta dan 

menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, 

tanggung jawab notaris menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap 

akta otentik yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah. Metode penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan penelitian 

empiris, melalui kajian peraturan perundang- undangan, teori-teori hukum, serta 

wawancara di Kantor Notaris Agus Riyanto, S.H., M.Kn. Data dianalisis secara 

kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini ialah 

pengaturan hukum terkait tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta 

otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat 

pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat 

karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan diberikan 

jaminan perlindungan oleh negara melalu peraturan perundang-undangan yang 

ada ataupun hukum positif yang berlaku. 

 

 

Kata Kunci: Notaris, Tanggung jawab, Akta otentik. 
 

 

PENDAHULUAN 

Notaris merupakan pejabat umum 

yang diberikan kewenangan oleh 

negara untuk membuat akta otentik. 

 

Akta otentik menurut Pasal 1868 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan 

undang-undang oleh atau di hadapan 

pejabat  umum  yang  berwenang 

untuk itu di tempat akta dibuat. Akta 

otentik memiliki kedudukan 

yang sangat penting dalam sistem 

pembuktian hukum di Indonesia 

karena memberikan kepastian 

hukum, kekuatan pembuktian yang 

sempurna, serta perlindungan 

terhadap hak-hak para pihak. 

Keberadaan notaris dalam 

masyarakat  modern  tidak  dapat 
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dilepaskan dari meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan 

dokumen hukum yang sah, pasti, dan 

mengikat. Dalam hubungan hukum 

perdata, seperti jual beli tanah, 

perjanjian utang-piutang, pendirian 

perseroan terbatas, hingga nerjanjian 

perkawinan, notaris hadir untuk 

memastikan bahwa setiap perbuatan 

hukum dituangkan secara tertulis 

dalam bentuk akta otentik yang dapat 

digunakan sebagai alat bukti yang 

kuat di hadapan pengadilan. Dengan 

demikian, notaris memiliki peran 

strategis dalam menjaga tertib 

hukum, kepastian hukum, dan 

keadilan bagi masyarakat. 

Namun, dalam praktiknya tidak 

jarang muncul persoalan terkait 

tanggung jawab notaris. Kesalahan 

prosedural, kelalaian, atau bahkan 

penyalahgunaan kewenangan oleh 

notaris dapat mengakibatkan akta 

otentik kehilangan keotentikannya, 

batal demi hukum, atau 

menimbulkan kerugian bagi para 

pihak. Sejumlah kasus menunjukkan 

bahwa notaris dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara perdata, 

pidana, administratif, maupun etik. 

Misalnya, terdapat notaris yang 

digugat karena tidak memeriksa 

keaslian identitas para pihak secara 

cermat, sehingga akta yang dibuat 

menimbulkan sengketa hukum. Ada 

pula kasus notaris yang dipidana 

karena dianggap turut serta dalam 

tindak pidana penipuan atau 

pemalsuan dokumen yang dilakukan 

oleh kliennya. 

Permasalahan tersebut menunjukkan 

adanya kesenjangan antara norma 

hukum yang sudah diatur secara jelas 

dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 (UUJN) dengan praktik 

pelaksanaan tugas notaris di 

lapangan. Secara normatif, notaris 

diwajlbkan untuk menjalankan 

tugasnya dengan jujur, seksama, 

mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan para pihak. Namun 

secara empiris, banyak faktor yang 

memengaruhi, seperti keterbatasan 

waktu, tekanan dari para pihak, 

kurangnya profesionalisme, hingga 

lemahnya pengawasan dari Majelis 

Kehormatan Notaris maupun 

Kementerian Hukum dan HAM. 

Dari sudut pandang teori hukum, 

penelitian mengenai tanggung jawab 

notaris dapat dikaji melalui teori 

kepastian hukum dan teori keadilan. 

Teori kepastian hukum menekankan 

pentingnya aturan yang tegas dan 

dapat diprediksi, sehingga 

masyarakat memiliki 

pedoman yang jelas mengenai akibat 

hukum dari suatu perbuatan. 

Sedangkan teori keadilan, seperti 

yang diajarkan Aristoteles, 

menekankan distribusi hak dan 

kewajiban secara proporsional serta 

koreksi atas ketidakadilan yang 

timbul. Dalam konteks jabatan 

notaris, kepastian hukum diperlukan 

agar akta otentik memiliki kekuatan 

hukum yang tetap, sementara 

keadilan  diperlukan  agar  notaris 
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tidak hanya tunduk pada aturan 

formal, tetapi juga memperhatikan 

aspek etika dan moral dalam 

melaksanakan jabatannya. 

Dengan demikian, penting untuk 

dilakukan analisis yuridis mengenai 

tanggung jawab notaris terhadap 

pembuatan akta otentik. Analisis ini 

tidak hanya menelaah aspek normatif 

berdasarkan UUJN dan KUHPerdata, 

tetapi juga melihat bagaimana 

implementasinya di lapangan, 

kendala yang dihadapi, serta solusi 

yang dapat ditawarkan. Penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan 

kontribusi akademis dan praktis 

dalam upaya memperkuat peran 

notaris sebagai pejabat umum yang 

profesional, akuntabel, dan 

berintegritas, sehingga dapat 

memberikan perlindungan hukum 

dan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Pengaturan Hukum 

Mengenai Tanggung Jawab 

Notaris Terhadap Pembuatan 

Akta Otentik (Studi Penelitian di 

Kantor Notaris Agus Riyanto, 

S.H.,M.Kn) ? 

2. Bagaimana implementasi, Faktor 

kendala dan solusi Mengenai 

Tanggung Jawab Notaris 

Terhadap Pembuatan Akta 

Otentik (Studi Penelitian di 

Kantor Notaris Agus Riyanto, 

S.H.,M.Kn)? 

 

 

METODOLOGI PENDEKATAN 

PENELITIAN 

Dalam penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan  pendekatan  yuridis 

normatif dan empiris. Pendekatan 

yuridis normatif dilakukan dengan 

menelaah peraturan perundang- 

undangan yang relevan, antara lain 

UUJN dan KUHPerdata. Sedangkan 

pendekatan empiris dilakukan 

dengan wawancara, observasi, dan 

pengumpulan data lapangan di 

Kantor Notaris Agus Riyanto, S.H., 

M.Kn. Data sekunder diperoleh dari 

literatur, buku, dan jurnal hukum, 

sementara data primer berasal dari 

hasil wawancara dengan notaris dan 

pihak terkait. Analisis data dilakukan 

secara kualitatif deskriptif. 

 

SUMBER DATA DAN ALAT 

PENGUMPULAN DATA 

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh 

secara langsung dari lapangan 

melalui wawancara dengan Notaris 

pada Kantor Notaris Agus Riyanto, 

S.H., M.Kn., yang dipilih sebagai 

informan untuk memberikan 

keterangan terkait implementasi 

tanggung jawab notaris dalam 

pembuatan akta otentik. 

 

Data sekunder diperoleh dari studi 

kepustakaan berupa dokumen resmi, 

peraturan perundang-undangan, 

buku-buku hukum, hasil penelitian 

terdahulu, laporan, hingga publikasi 

ilmiah lainnya yang relevan dengan 

objek penelitian, konvensi dan 

peraturan perundang-undangan serta 

melalui media internet berkenaan 

dengan hal yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian. 

 

 

ANALISIS DATA 

Data yang telah diperoleh tersebut, 

baik data primer dari penelitian 

lapangan,  maupun  data  sekunder 
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yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan digeneralisikan yang 

selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif. Analisis data ini sebagai 

upaya mencari dan menata data 

secara sistematis untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang masalah yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai suatu temuan 

penelitian. (Idham, 2014). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis permasalahan merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk 

mencari solusi atau jalan keluar 

terhadap suatu permasalahan yang 

diteliti dan menjelaskan kaidah- 

kaidah terhadap suatu masalah 

tersebut. Analisis permasalahan 

digunakan untuk melatih seseorang 

dalam memecahkan sebuah kasus 

sehingga didapat solusi dan jalan 

keluar terkait permasalahan yang 

akan di bahas. Didalam analisis 

penulis dapat memaparkan pendapat 

serta solusi atas permasalahan yang 

akan dibahas. Terhadap analisis 

tersebut maka akan timbul sebuah 

kesimpulan yang mana dari 

kesimpulan tersebut akan didapat 

saran yang nantinya berguna agar 

permasalahan yang ada tidak terjadi 

lagi. 

 

Pada grand theory penulis 

menggunakan teori Aristoteles, yang 

menekankan bahwa hukum hanya 

dapat ditegakkan apabila 

berlandaskan keadilan, baik keadilan 

distributif maupun korektif. Pada 

Middle Theory penulis menggunakan 

teori Lawrence M. Friedman, Teori 

Lawrence M. Friedman menjelaskan 

mengenai hukum sebagai sistem 

terdiri dari struktur, substansi, dan 

budaya hukum. Peran notaris dapat 

dipahami dalam kerangka ini karena 

notaris menjadi bagian dari struktur 

hukum yang menjamin substansi 

akta sah, sekaligus dipengaruhi oleh 

budaya hukum masyarakat yang 

menggunakan jasanya. Selanjutnya, 

Applied Theory penulis 

menggunakan teori Hukum Progresif 

Satjipto Rahardjo, yang menekankan 

bahwa hukum harus mengutamakan 

keadilan substantif, responsif, dan 

berorientasi pada nurani. Teori ini 

relevan dengan tanggung jawab 

notaris yang tidak hanya 

menegakkan hukum secara formal, 

tetapi juga melindungi kepentingan 

para pihak dengan pendekatan 

humanis. 

 

Dalam praktik ditemukan beberapa 

kendala, antara lain keterbatasan 

teknis di era digitalisasi, keterangan 

atau dokumen tidak benar dari para 

pihak, serta kelalaian administratif 

dari notaris. Kondisi ini dapat 

berimplikasi pada sanksi 

administratif, perdata, pidana, 

maupun kode etik bagi notaris. 

 

Solusi yang dapat ditempuh adalah 

peningkatan kompetensi notaris 

melalui pendidikan dan pelatihan 

berkelanjutan, penguatan fungsi 

pengawasan oleh Majelis Pengawas 

Notaris, pemanfaatan teknologi 

dengan standar keamanan yang jelas, 

serta peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat untuk memberikan data 

dan keterangan yang benar. Dengan 

demikian, tanggung jawab notaris 

dalam pembuatan akta otentik bukan 

sekadar kewajiban formal, melainkan 

instrumen penting untuk 

mewujudkan keadilan (Grand 

Theory), kepastian hukum (Middle 

Theory), dan hukum yang progresif 

serta responsif (Applied Theory). 
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Oleh karena itu kali ini penulis akan 

menjelaskan lebih detail tentang 

Tanggung Jawab Notaris dan 

menjelaskan resiko hukum yang 

akan di dapat oleh Notaris selaku 

Kewenangan Terhadap Pembuatan 

Akta Otentik. 

 

1. Pengaturan Hukum Tentang 

Tanggung Jawab Notaris 

Terhadap Pembuatan Akta 

Otentik (Studi Penelitian di 

Kantor Notaris Agus Riyanto, 

S.H.,M.Kn). 

Pengaturan hukum mengenai 

tanggung jawab notaris terhadap 

pembuatan akta otentik berakar pada 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) dan diperkuat 

dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 (UUJN). Dalam Pasal 1868 

KUHPerdata, ditegaskan bahwa akta 

otentik adalah suatu akta yang 

bentuknya ditentukan undang- 

undang, dibuat oleh atau di hadapan 

pejabat umum yang berwenang, di 

tempat akta itu dibuat. Definisi ini 

memperlihatkan bahwa keotentikan 

suatu akta ditentukan oleh dua unsur 

utama, yaitu bentuk yang diatur 

secara formil dalam undang-undang, 

serta kewenangan pejabat umum 

yang membuat atau mengesahkan 

akta tersebut. Akta otentik 

memberikan kekuatan pembuktian 

sempurna sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga 

keberadaannya tidak hanya menjadi 

bukti tertulis, tetapi juga memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi 

dibandingkan akta di bawah tangan. 

 

Dalam konteks jabatan notaris, Pasal 

1 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa 

notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta 

otentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana ditentukan 

dalam undang-undang. Lebih lanjut, 

Pasal 15 UUJN memberikan 

kewenangan kepada notaris untuk 

membuat semua akta yang 

diwajibkan atau dikehendaki oleh 

peraturan perundang-undangan, 

menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan minuta 

akta, serta memberikan grosse, 

salinan, dan kutipan akta. Ketentuan 

ini menegaskan bahwa peran notaris 

tidak hanya sebatas pencatat, 

melainkan juga sebagai penjamin 

kepastian hukum melalui instrumen 

akta otentik. 

 

Selain kewenangan, UUJN juga 

mengatur kewajiban yang menjadi 

dasar tanggung jawab notaris. Pasal 

16 UUJN mewajibkan notaris antara 

lain: memberikan pelayanan sesuai 

ketentuan peraturan perundang- 

undangan, bertindak jujur, seksama, 

mandiri, dan tidak berpihak, 

merahasiakan isi akta serta 

keterangan yang diperoleh, membuat 

minuta akta sebagai bagian dari 

protokol, menjilid dan mencatat 

repertorium, menyampaikan daftar 

wasiat ke instansi berwenang, serta 

membacakan akta di hadapan 

penghadap dan saksi sebelum 

ditandatangani. Kewajiban- 

kewajiban tersebut merupakan 

standar profesionalitas yang apabila 

dilanggar dapat menimbulkan 

konsekuensi hukum bagi notaris 

maupun akta yang dibuatnya. 

Tanggung jawab notaris tidak 

berhenti pada aspek administratif, 

tetapi juga mencakup aspek hukum 

yang lebih luas. Pasal 65 UUJN 

menegaskan  bahwa  notaris  tetap 
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bertanggung jawab atas akta yang 

dibuatnya meskipun protokol notaris 

telah diserahkan atau ia sudah purna 

tugas. Lebih lanjut, Pasal 84–85 

UUJN mengatur sanksi apabila 

terjadi pelanggaran, antara lain akta 

yang dibuat kehilangan sifat 

otentiknya sehingga hanya memiliki 

kekuatan sebagai akta di bawah 

tangan, serta sanksi administratif 

bagi notaris berupa teguran lisan, 

teguran tertulis, pemberhentian 

sementara, hingga pemberhentian 

dengan tidak hormat. 

 

Dengan demikian, pengaturan 

hukum mengenai tanggung jawab 

notaris dalam pembuatan akta otentik 

menegaskan bahwa jabatan notaris 

merupakan jabatan kepercayaan 

negara yang sarat dengan tanggung 

jawab. Notaris tidak hanya 

bertanggung jawab dalam hal 

administratif dan formalitas akta, 

tetapi juga dalam aspek moral, etis, 

serta perlindungan hukum bagi para 

pihak. Oleh sebab itu, setiap tindakan 

notaris dalam pembuatan akta harus 

selalu mengacu pada prinsip 

kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta 

kode etik profesi notaris. 

2. Implementasi, Faktor kendala 

dan solusi Tanggung Jawab 

Notaris Terhadap Pembuatan 

Akta Otentik (Studi Penelitian di 

Kantor Notaris Agus Riyanto, 

S.H.,M.Kn) 

Hasil penelitian di Kantor Notaris 

Agus Riyanto, S.H., M.Kn. 

memperlihatkan bahwa implementasi 

tanggung jawab notaris dalam 

pembuatan akta otentik dijalankan 

dengan penuh kehati-hatian sesuai 

aturan UUJN. Dalam praktik sehari- 

hari, notaris melakukan serangkaian 

prosedur mulai dari pemeriksaan 

identitas para pihak, verifikasi 

keaslian dokumen, memastikan 

kapasitas hukum pihak yang 

menghadap, serta membacakan akta 

secara jelas di hadapan para pihak 

dan saksi. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjamin bahwa akta benar- 

benar mencerminkan kehendak para 

pihak serta memenuhi ketentuan 

hukum yang berlaku. Notaris juga 

menolak permintaan pembuatan akta 

apabila ditemukan adanya indikasi 

keterangan palsu, dokumen tidak 

sah, atau adanya unsur yang 

bertentangan dengan hukum. 

Implementasi tersebut menunjukkan 

bahwa tanggung jawab notaris tidak 

hanya formal, tetapi juga 

mengandung dimensi etis untuk 

menjaga keadilan dan kepastian 

hukum. 

 

Meskipun demikian, terdapat 

berbagai kendala yang dihadapi 

notaris. Pertama, kendala teknis, 

terutama dalam menghadapi era 

digitalisasi dan tuntutan modernisasi 

akta. Keamanan data elektronik, 

autentikasi identitas secara daring, 

serta belum seragamnya regulasi 

mengenai akta elektronik menjadi 

tantangan tersendiri. Kedua, kendala 
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substantif, yakni adanya pihak yang 

memberikan keterangan tidak benar 

atau menyerahkan dokumen yang 

tidak valid. Hal ini berpotensi 

menimbulkan cacat materiil pada 

akta, yang pada akhirnya dapat 

merugikan pihak lain. Ketiga, 

kendala internal, misalnya 

keterbatasan sumber daya manusia di 

kantor notaris, tekanan waktu dalam 

penyelesaian akta, maupun kelalaian 

administratif yang dapat 

menyebabkan cacat formil pada akta. 

 

Konsekuensi dari kendala tersebut 

dapat menimbulkan sanksi bagi 

notaris, baik berupa sanksi 

administratif (teguran atau 

pemberhentian), sanksi perdata 

(ganti rugi), maupun sanksi pidana 

(apabila terbukti melakukan tindak 

pidana, seperti pemalsuan atau 

pemberian keterangan palsu). Oleh 

karena itu, solusi harus dilakukan 

secara komprehensif. Pertama, 

peningkatan kompetensi melalui 

pendidikan  dan pelatihan 

berkelanjutan agar notaris dapat 

menyesuaikan diri dengan 

perkembangan hukum dan teknologi. 

Kedua, penguatan  fungsi 

pengawasan oleh Majelis Pengawas 

Notaris untuk memastikan bahwa 

setiap notaris menjalankan 

kewajibannya sesuai kode etik dan 

peraturan perundang-undangan. 

Ketiga, pemanfaatan teknologi 

hukum secara aman, dengan 

membangun sistem keamanan data 

yang memadai agar digitalisasi akta 

tidak mengurangi validitas maupun 

keotentikan. Keempat, peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat, agar 

para pihak yang datang ke notaris 

memberikan data dan keterangan 

yang benar sehingga proses 

pembuatan akta berjalan sesuai 

ketentuan hukum. 

 

Dengan adanya implementasi yang 

sesuai, kendala yang teridentifikasi, 

serta solusi yang dirumuskan, dapat 

disimpulkan bahwa tanggung jawab 

notaris dalam pembuatan akta otentik 

memiliki dimensi yang kompleks: 

formal, material, dan etis. Peran 

notaris bukan hanya sebagai pejabat 

pembuat akta, tetapi juga sebagai 

penjaga keadilan dan kepastian 

hukum yang memberikan 

perlindungan bagi masyarakat dalam 

setiap perikatan hukum yang 

dituangkan dalam bentuk akta 

otentik. 

KESIMPULAN 

Dari penelitian tersebut, peneliti 

menarik beberapa poin kesimpulan 

yaitu: 

1. Pengaturan hukum mengenai 

tanggung jawab notaris dalam 

pembuatan akta otentik diatur 

dalam KUHPerdata dan Undang- 

Undang Jabatan Notaris (UU No. 

30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 

Tahun 2014). Akta otentik 

memiliki kekuatan pembuktian 

sempurna, dan notaris sebagai 

pejabat umum berkewajiban 

menjalankan kewenangan secara 

jujur, independen, serta sesuai 

prosedur hukum. 

2. Implementasi tanggung jawab 

notaris di Kantor Notaris Agus 

Riyanto, S.H., M.Kn. dilakukan 

dengan memverifikasi identitas 

dan keabsahan dokumen, 

membacakan akta di hadapan para 

pihak, serta menolak akta yang 

tidak sesuai ketentuan hukum. Hal 

ini menunjukkan tanggung jawab 

notaris tidak hanya formal, tetapi 

juga mengandung nilai etis dan 

perlindungan hukum bagi 

masyarakat. 

3. Dalam  Kendala  yang  dihadapi 
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meliputi keterbatasan teknis di era 

digitalisasi, data dan keterangan 

tidak benar dari para pihak, serta 

kelalaian administratif internal. 

Kendala tersebut berpotensi 

menimbulkan sanksi 

administratif, perdata, maupun 

pidana bagi notaris, serta 

melemahkan kekuatan hukum 

akta. 

4. Berdasarkan hasil penelitian, 

kendala yang dihadapi notaris 

dalam pembuatan akta otentik 

meliputi kendala teknis, 

substantif, dan internal yang 

berpotensi mengurangi kualitas 

maupun kekuatan hukum akta. 

Untuk mengatasi hal tersebut, 

diperlukan beberapa solusi 

strategis. Pertama, peningkatan 

kompetensi notaris melalui 

pendidikan dan pelatihan 

berkelanjutan agar mampu 

mengikuti perkembangan hukum 

dan teknologi. Kedua, penguatan 

fungsi pengawasan oleh Majelis 

Pengawas Notaris guna menjamin 

kepatuhan terhadap UUJN dan 

kode etik profesi. Ketiga, 

pemanfaatan teknologi hukum 

yang aman dan terukur, sehingga 

digitalisasi akta dapat mendukung 

efisiensi tanpa mengurangi 

keotentikan akta. Keempat, 

peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat agar para pihak 

memberikan data dan keterangan 

yang benar demi terwujudnya 

akta otentik yang sah dan 

berkekuatan hukum. 

Dengan demikian, solusi-solusi 

tersebut diharapkan dapat 

memperkuat peran notaris sebagai 

pejabat umum, sekaligus menjaga 

fungsi akta otentik sebagai alat 

bukti yang sempurna, sehingga 

prinsip   kepastian   hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan tetap 

terjamin dalam praktik 

kenotariatan. 

SARAN 

1. Notaris perlu meningkatkan 

kompetensi profesional melalui 

pendidikan berkelanjutan, 

khususnya dalam menghadapi 

perkembangan digitalisasi akta 

dan keamanan data. 

2. Majelis Pengawas Notaris 

diharapkan  memperkuat 

pengawasan dan memberikan 

pendampingan agar notaris 

konsisten menjalankan 

kewajibannya sesuai UUJN dan 

kode etik profesi. 

3. Masyarakat pengguna jasa notaris 

perlu ditingkatkan kesadaran 

hukumnya, sehingga mereka 

memberikan data dan keterangan 

yang benar dalam pembuatan 

akta, demi menjaga validitas dan 

kekuatan pembuktian akta otentik. 

4. Pemerintah dan organisasi profesi 

notaris perlu mendorong 

pemanfaatan teknologi hukum 

yang aman serta memperjelas 

regulasi mengenai akta elektronik, 

agar tanggung jawab notaris tetap 

sejalan dengan kebutuhan 

masyarakat modern. 
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